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ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM

MEMBAYAR PBB DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)

Oleh
META FITRIANI

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
mengoptimalkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menempuh kebijakan
menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
hingga mencapai 300%, terutama pada wilayah atau jalan tertentu yang tingkat
pertumbuhannya pesat, tetapi faktanya justru menurunkan kepatuhan masyarakat
dalam membayarkan PBB.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan penyesuaian
tarif pajak bumi dan bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar
PBB di Kota Bandar Lampung

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan mengambil informan
dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dan wajib pajak.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis
secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Kebijakan penyesuaian tarif pajak bumi dan
bangunan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
PBB di Kota Bandar Lampung. Pada satu sisi Pemerintah Kota mengharapkan
dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun
2013 akan meningkatkan perolehan PBB namun pada kenyatannya setelah
diberlakukannya peraturan tersebut justru menurunkan kepatuhan masyarakat.
Penerimaan PAD Kota Bandar Lampung dari sektor PBB mengalami penurunan
dari tahun 2013 yang mencapai  88,03% (sebelum diberlakukan peraturan)
dibandingkan Tahun 2014 yaitu 70,17% dan 2015 yaitu 68,05% (setelah
diberlakukan peraturan). Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
mengalami penurunan setelah kenaikan NJOP PBB, dan banyaknya keluhan dari
masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap kenaikan PBB oleh
pemerintah kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Penyesuaian Tarif, Kepatuhan
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ABSTRACT

ANALYSIS OF POLICY IMPACT ON TAX RATE ADJUSTMENT
OF LAND AND BUILDING ON COMPLIANCE WITH TAXPAYERS PAY

IN THE UN IN BANDAR LAMPUNG
(Study of Regional Revenue Office Bandar Lampung)

By
META FITRIANI

Efforts made by the Government of Bandar Lampung in optimizing local tax
revenues is by taking a policy to raise the Tax Object Selling Value of Land and
Building Tax to reach 300%, in particular in regions or specific paths that rapid
growth rate.

The purpose of this study was to analyze the impact of policy adjustment in Land
and Building Tax to the Taxpayer Compliance in Bandar Lampung

This study uses a type of qualitative research, by taking the informant of the
Regional Revenue Office Bandar Lampung and the taxpayer. Data were collected
by interview and documentation. Data were analyzed qualitatively with the stages
of data reduction, data presentation and conclusion.

The results showed: Policy adjustment of property tax rates have a negative
impact on tax compliance in paying of Land and Building Tax in Bandar
Lampung. On the one hand, the City expects the application of the Regulation
Mayor Bandar Lampung No. 4 of 2013 will increase the acquisition of the United
Nations but in reality after the enactment of these regulations actually reduce
compliance community. Bandar Lampung revenue acceptance of the Land and
Building Tax sector decreased from the year 2013 which reached 88.03% (prior to
the enforcement rules) compared to 2014 is 70.17% and in 2015 is 68.05% (after
applicable regulations). Compliance of the tax has decreased after the Land and
Building Tax rise, and the number of complaints from the public due to lack of
socialization to the rise in Land and Building Tax on Bandar Lampung.

Keywords: Impact of Policy, Tariff Adjustment, Compliance
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(Nabi Muhammad SAW)

The Ability to Accept Responsibility is the Measure of the Man
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Daerah berimplikasi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk

mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan

prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah

dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada perubahan pola

pertanggung jawaban daerah atas pengalokasian dana yang telah dimiliki.

Penyelenggaraan otonomi daerah diimbangi dengan kebebasan untuk

mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan

prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing.

Sesuai dengan konteks otonomi daerah, maka tugas dan tanggung jawab yang

diemban oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah

semakin besar. Namun demikian kewenangan yang diberikan kepadanya

untuk mengelola berbagai unsur kehidupan sangatlah luas, dan diharapkan

dapat memenuhi berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat di

daerahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas masalah utama yang

banyak dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia adalah

masalah keuangan. Pemerintah daerah harus mampu melaksanakan

pembiayaan bagi daerahnya secara mandiri. Kaitan yang sangat erat dengan
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masalah ini adalah darimana dan bagaimana pemerintah daerah harus mampu

menyediakan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan tersebut.

Pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dibiayai dari

sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi

keuangannya. Bila penerimaan dari sumber penerimaan daerah cukup besar

maka akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan

dengan sendirinya akan meningkatkan pula pemberian pelayanan kepada

anggota masyarakat oleh pemerintah daerahnya.

Pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang

dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan

pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan

strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah

agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat

berjalan secara efisien dan efektif.

Otonomi daerah membawa implikasi bahwa penyelenggaraan tugas daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di sisi lain pembiayaan

pembangunan secara bertahap akan menjadi beban pemerintah daerah.

Sementara itu bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan
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diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja

pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai.

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali

sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan

sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

daerahnya. Ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi dapat diandalkan,

sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber

keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan

daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Langkah kongkrit yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung

dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menempuh

kebijakan menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tarif Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) hingga mencapai 300%, terutama pada wilayah atau jalan

tertentu yang tingkat pertumbuhannya pesat. Contohnya adalah NJOP tanah di

Jalan Kartini, Tanjungkarang Pusat, masih bertahan di angka Rp2,1 juta/meter

persegi. Sementara berdasarkan hasil survei NJOP di wilayah tersebut sudah

mencapai Rp7,1 juta/meter persegi. Oleh karena itulah, ketika Pemerintah

Kota membebaskan tanah di Hotel Ria di Jalan Kartini, wajib membayar ganti

rugi sebesar Rp7,1 juta/meter persegi. Kemudian, NJOP di Jalan P.

Diponegoro sebelumnya Rp1,4 juta dinaikkan menjadi Rp3,3 juta/meter

persegi, Jalan Dr. Susilo dari Rp1,032 juta menjadi Rp2,6 juta/meter persegi,

Jalan Dr. Susilo dari Rp1,032 juta menjadi Rp2,6 juta/meter persegi. Dengan

demikian maka besaran NJOP di wilayah tersebut mencapai 300% (Sumber:
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http://lampost.co/berita/ pemkot-bandar-lampung-naikkan-tarif-pbb-hingga-

300).

Kebijakan menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tarif Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) tersebut dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Bandar

Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya

Nilai Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di

Kota Bandar Lampung. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai kalangan,

di antaranya DPRD Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa kebijakan

itu tidak rasional, sehingga perlu dievaluasi kembali.

Ditinjau dari sisi kepentingan Pemerintah Kota kebijakan tersebut merupakan

upaya untuk meningkatkan PAD. Kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Daerah, bahwa sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam

kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan,

menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai kondisi

daerah, PAD sebagai kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah

kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar PAD kepada APBD akan

menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Oleh

karenanya Pemerintah Kota Bandar Lampung menaikkan tarif PBB dalam

rangka meningkatkan PAD.
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PAD merupakan masalah yang patut dicermati dalam kesiapan daerah

menghadapi otonomi yang dilihat dari segi finansial, karena proporsi PAD

relatif kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan pemerintah pusat,

sehingga perlu adanya upaya-upaya peningkatan PAD yang agar nantinya

daerah akan mandiri dan mampu melepaskan diri dari ketergantungan bantuan

dari subsidi pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu

diimbangi dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber

pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah

masing-masing. Kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan

sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam konteks yang demikian dituntut adanya

strategi dan keseriusan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi,

dengan memberikan keleluasaan kewenangan bagi daerah untuk

mendayagunakan potensi yang ada di daerah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa kenaikan PBB

dilakukan untuk peningkatan pedapatan asli daerah sesuai dengan perhitungan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif PBB harus disesuaikan dan ditingkatkan,

mengingat kalau harga sesuai NJOP itu bisa mencapai angka tinggi namun

tidak disesuaikan, pembangunan kota akan terhambat. Tarif PBB telah

disesuaikan seperti di Jalan Teuku Umar, dengan NJOP tanah di daerah

tersebut mencapai Rp1 juta per meter persegi, sementara warga menjualnya

hingga Rp6 juta per meter persegi. Pada daerah itu, besaran kenaikan PBB nya

mencapai 100 persen hingga 300 persen sehingga dianggap dengan harga jual
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di lapangan. Kenaikan tarif PBB ini ditekankan untuk kawasan sekitar jalan

protokol.

Pemberlakukan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2013

pada satu sisi merupakan kebijakan Pemerintah Kota dalam meningkatan

penerimaan PBB, tetapi pada sisi lain adanya keberatan pada wajib pajak

merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati pasca pemberlakuan

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tersebut.

Berkaitan hal itu, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar

Lampung melakukan rasionalisasi kenaikan tarif PBB. Dispenda melakukan

rasionalisasi atau penyesuaian tarif PBB berdasarkan nilai pasar lahan saat ini.

Dispenda setiap kali melakukan ganti rugi sebesar Rp7,1 juta per meter. Dasar

penetapan ganti rugi itu adalah NJOP lahan seperti di Jalan Kartini, sudah

mencapai Rp3,7 juta per meter persegi dari sebelumnya Rp1 juta per meter

persegi. Hal ini sesuai hasil survei nilai pasar yang dilakukan Kementerian

Keuangan, sehingga nilai pasar sangat menentukan. Dispenda dalam

melakukan survei tersebut mencari harga jual tanah terendah hingga tertinggi

di lokasi tertentu dan dilakukan penilaian untuk menentukan harga pasarnya.

Dalam penyesuaian tersebut, diperoleh nilai indeks rata-rata dan persentase

Assesment Ratio yang merupakan perbandingan antara NJOP sebagai nilai

properti yang ditetapkan terhadap nilai pasar (sumber:

http://bandarlampungkota.go.id/?p=1623)

Kenaikan PBB tersebut dikeluhkan oleh warga Bandar Lampung sebagai

wajib pajak, yang mempersoalkan kenaikan yang terkesan mendadak dengan
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persentase tinggi. Hal ini diungkapkan Chairil, warga Jalan Samratulangi,

Penengahan. Menurutnya, tahun lalu ia membayar pajak Rp28 ribuan, tetapi

tahun ini naik menjadi sekitar Rp105.000. Kenaikannya lebih dari 100 persen.

Rata-rata memang naik semua, dengan kisaran kenaikan berbeda. Hal senada

diungkapkan Fahlepi, warga Bilabong Jaya, Langkapura. Tahun lalu, untuk

rumah seluas 105 meter persegi dan luas tanah 180 meter persegi dikenai

pajak Rp160 ribu. namun, tahun ini naik hingga lebih dari Rp200 ribu.

Sementara Kurniawan, warga Perum Bukit Kemiling Permai (BKP),

Kecamatan Kemiling, mengaku kenaikan PBB untuk rumahnya yang bertipe

36 relatif kecil, yakni dari Rp46 ribu tahun lalu menjadi Rp87 ribu tahun ini

(Sumber: http://lampost.co/berita/pemkot-bandar-lampung-naikkan-tarif-pbb-

hingga-300)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian ke

dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Dampak Kebijakan Penyesuaian Tarif

Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar

PBB di Kota Bandar Lampung (Studi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar

Lampung).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Bagaimanakah dampak

kebijakan penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan terhadap terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bandar Lampung?”
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan

penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dalam Membayar PBB di Kota Bandar Lampung

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk

pengembangan bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan

dengan masalah kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD

dari sektor pajak

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi institusi terkait

dalam melaksanakan berbagai kebijakan dalam peningkatan PAD dan

diharapkan pula bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan

informasi dan akan melakukan penelitian tentang kebijakan publik di masa

mendatang.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering

digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda.

Para ahli mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa

yang dimaksud dengan kebijakan. Masing-masing memberi penekanan yang

berbeda-beda, perbedaan timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar

belakang yang berbeda-beda. Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan

kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan

aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi oleh perseorangan

pejabat yang berwenang. Istilah “kebijakan” sering dipertukarkan dengan:

tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan, dan rancangan-

rancangan besar.

Menurut Friedrich dalam Wahab (1997: 3):

Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan
tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau
mewujudkan sasaran yang diinginkan dalam upaya mencapai tujuan
tersebut.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (Islamy, 2003:16) mendifinisikan

kebijaksanaan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan
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praktek-praktek yang terarah. Menurut Anderson (dalam Winarno, 2008:16)

menerangkan kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai

maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam

mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Thomas Dye dalam Nugroho (2008: 54), kebijakan publik meliputi

apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

(public policy is whatever governments choose to do or not to do ). Sedangkan

menurut David Easton (Nugroho, 2008: 54) mendefinisikan kebijakan publik

sebagai akibat aktivitas pemerintah (the impact of government activity).

Menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (Islamy, 2003:18)

mengartikan kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau

tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau

tujuan program-program pemerintah. Kemudian menurut Harold Laswell dan

Abraham Kaplan (Nugroho, 2008:53) mendefinisikan Kebijakan Publik

sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu,

nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu (a projected program of goals,

values, and practices)

Menurut Anderson dalam Wahab (1997: 5):

Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari
kebijakan itu adalah: Kebijakan Publik memiliki tujuan tertentu, berisi
tindakan-tindakan pemerintah, merupakan hal yang benar-benar
dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang masih dimaksudkan untuk
dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala
sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pemerintah
untuk tidak melakukan sesuatu), Kebijakan Publik dalam arti positif
setidak-tidaknya didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat
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mengikat dan memaksa. Istilah kebijakan sering dipertukarkan
penggunaannya dengan tujuan, program, keputusan, undang-undang,
ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik

merupakan suatu keputusan/tindakan yang memiliki tujuan dan maksud, serta

akibat yang dilakukan oleh seorang, sekelompok orang atau pemerintah dalam

mengatasi suatu persoalan atau masalah dalam sebuah lingkungan tertentu

demi kepentingan seluruh masyarakat.

1. Unsur-Unsur Kebijakan

Sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi

dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: dari proses kebijakan dan

dari struktur kebijakan. Dari sisi proses kebijakan, terdapat tahap-tahap

sebagai berikut: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan,

pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dilihat dari segi struktur terdapat

lima unsur kebijakan menurut  Abidin (2004:45):

a. Tujuan Kebijakan
Suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa
ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan menjadi
unsur pertama dari suatu kebijakan. Namun tidak demikian semua
kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan itu. Perbedaan
terletak tidak sekedar pada jangka waktu mencapai tujuan dimaksud,
tetapi juga ada posisi, gambaran, orientasi dan dukunganya. Kebijakan
yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-
kurangnya memenuhi empat kriteria: diinginkan untuk dicapai,
rasional atau realistis (rational or realistic), jelas (clear), dan
berorientasi ke depan (future oriented)

b. Masalah
Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan.
Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat
menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tak ada
artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu
masalah kebijakan kalau pemecahannya dilakukan bagi masalah yang
tidak benar. Dengan cara lain dapat dikatakan, kalau suatu masalah



12

telah dapat diidentifikasikan secara tepat, berarti sebagian pekerjaan
dapat dianggap sudah dikuasai.

c. Tuntutan (demand)
Sudah diketahui partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju.
Partisipasi itu berbentuk dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik
seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat
moderat atau radikal. Tergantung pada urgensi dari tuntutan tersebut

d. Dampak atau outcomes
Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari
tercapainya suatu tujuan.

e. Sarana atau alat kebijakan (policy instruments)
Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana yang
dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif,
pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu
sendiri

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.

Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam

beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik adalah

sebagai berikut (Winarno,2008:32-34):

a. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada
agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih
dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya,
beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali,
sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan,
atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk
waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh
para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk
kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah
tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy
alternatives/policy options). Sama halnya dengan perjuangan suatu
masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap
perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat
dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
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Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk
mengusulka pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus
kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut
diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara
direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika
program tersebut tidak diimplementasikan.oleh karena itu, program
kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah
harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan
administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi
yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap
implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa
implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun
beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana.

e. Tahap Penilaian Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau
dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah
mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat
untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki
masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah
ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai
apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

3. Kategorisasi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dewasa ini telah digunakan untuk menjelaskan hal yang

beragam. Menurut Agustino (2008: 22-23), penggunaan istilah kebijakan

dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu
Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan
bidang kegiatan pemerintahan atau bidang kegiatan di mana
pemerintah terlibat di dalamnya, seperti kebijakan ekonomi atau
kebijakan luar negeri

b. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum/keadaan yang
dikehendaki
Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi
yang dituju, seperti pernyataan tentang tujuan pembangunan di bidang
SDM untuk mewujudkan aparatur yang bersih.
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c. Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu
Dalam konteks ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti misalnya
usulan RUU di Bidang Keamanan dan Pertahanan atau RUU di Bidang
Kepegawaian.

d. Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah
Sebagai contoh adalah keputusan untuk melakakukan perombakan
terhadap suatu sistem administrasi negara

e. Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal
Di sini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah
sebagai keputusan yang sah. Contohnya UU Nomor 32 Tahun 2004
yang merupakan keputusan sah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

f. Kebijakan sebagai sebuah program
Kebijakan dalam hal ini adalah program yang akan dilaksanakan.
Sebagai contoh adalah peningkatan pendaya gunaan aparatur negara,
yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk
cara pengorganisasiannya.

g. Kebijakan sebagai out put atau apa yang ingin dihasilkan
Kebijakan dalam hal ini adalah adalah out put yang akan dihasilkan
dari suatu kegiatan, seperti misalnya pelayanan yang murah dan cepat
atau pegawai negeri sipil yang profesional.

h. Kebijakan sebagai out come
Kebijakan di sini digunakan untuk menyatakan dampak yang
diharapkan dari suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efektif dan
efesien.

4. Formulasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (1997: 95-96):

Formulasi kebijakan merupakan aktivitas fungsional utama berupa
formulasi usulan kebijakan (policy proposal) kepada otoritas yang
berwenang untuk mendapatkan tindakan yang akan dikaji dan
ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah secara formal oleh instansi
yang berwenang.

Formulasi kebijakan publik mensyaratkan pengetahuan tentang berbagai

hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil. Pengetahuan

tersebut harus dimiliki oleh aktor-aktor kebijakan atau pembuat kebijakan.

Menurut Wahab (1997: 97), dalam memformulasikan kebijakan, para

pembuat kebijakan harus memahami atau memiliki pengetahuan sebagai

berikut:
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a. Preferensi nilai-nilai masyarakat dan kecenderungannya
b. Pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif kebijakan yang tersedia
c. Konsekuensi-konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan
d. Rasio yang dicapai bagi setiap nilai sosial yang dikorbankan pada

setiap alternatif kebijakan
e. Memilih kebijakan yang paling efisien

Menurut Wahab (1997: 98), tahapan formulasi kebijakan publik adalah:

a. Penyiapan agenda, yang merupakan tahap untuk menetapkan issu
mana saja yang akan direspon oleh pemerintah.

b. Formulasi alternatif, yang merupakan tahap untuk menentukan tujuan
serta berbagai alternatif untuk mencapai tujuan.

c. Penetapan kebijakan, yang merupakan tahap untuk menentukan
alternatif atau pilihan mana yang akan dilaksanakan.

d. Pelaksanaan kebijakan, yang merupakan tahap untuk melaksanakan
pilihan yang diambil.

e. Tahap evaluasi, yang merupakan tahap untuk menilai sejauh mana
upaya-upaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan semula.

f. Penyempurnaan kebijakan, yaitu dengan mengoreksi pelaksnaan
kebijakan

g. Terminasi, merupakan tahap akhir untuk mengakhiri kebijakan, baik
karena tujuan yang sudah dicapai maupun yang disebabkan oleh
kebijakan tersebut yang dirasakan tidak diperlukan lagi.

5. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Hasibuan (2000: 59),

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam
prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari
itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang
memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak
berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan
aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan

Menurut Wahab (1997: 115):

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen
dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara
mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa
komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya,
jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana
program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja
kebijakan diukur.
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komponen tujuan yang luas dan

sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diintepretasikan. Cara ini biasa

disebut implementasi, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik

maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan

kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang

dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh

William dan Elmore sebagaimana dikutip Agustino (2008: 69):

Implementasi kebijakan adalag keseluruhan dari kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.  Mempelajari masalah
implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa
yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan
atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan
yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu
usaha untuk mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk
memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-
peristiwa. Intinya implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari
suatu kebijakan atau program.

Menurut Hogwood dan Gunn (Agustino, 2008: 81):

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna
maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: kondisi
eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; tersedia
waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber daya yang
diperlukan; implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas
yang handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya
sedikit mata rantai penghubung; hubungan ketergantungan harus
dapat diminimalkan; kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap
tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
komunikasi dan koordinasi yang baik; Pihak-pihak yang
berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.
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Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi

kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan

ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran

kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak

dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada

akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang

diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166):

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan
yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup
substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi biasanya ditujukan
untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna
dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan
dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan
dengan kenyataan.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166):

Evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda,
tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi
yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan
dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan
atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta

penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap

hasil (Outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau
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program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa

yang akan datang.

1. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003:186-187),

evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan
program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola
hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari
evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan
aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang
dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainya
sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar
sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada
kebocoran atau penyimpangan.

d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi
dari kebijakan tersebut.

2. Aspek-Aspek dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan, sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan

kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan

evaluasi kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid
tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk
menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai
hasil dari penggunaan instrumen tersebut.

b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target
dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan
memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada.
Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali
terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.

c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi
kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi
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kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-
penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-

manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi

penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi

sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan

pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila

fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu

fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan

dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

Menurut Agustino (2008: 187), kinerja kebijakan dalam hal ini

melingkupi:

a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai
melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan
mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.

b. Apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah
benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini
evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan hak azasi
manusia ketika kebijakan dilaksanakan.

c. Bagaimana efek dan dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam
bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output
dan outcome yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

Menurut Soeprapto (2000:60):

Isu yang kritis dalam evaluasi dampak kebijakan adalah apakah
suatu program telah telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak
yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi atau
dibandingkan dengan interfensi alternatif. Tujuan pokok penilaian
dampak adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan
atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi.

Rossi dan Freeman (dalam William Dunn, 2000: 36):

Mendefinisikan penilaian atas dampak adalah untuk
memperkirakan apakah intrvensi menghasilkan efek yang
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diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti  ini tidak menghasilkan
jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin
masuk akal.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa

evaluasi sistematis kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan

sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang di

keluarkan serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima

keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi.

3. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam Winarno (2008 : 229), evaluasi kebijakan

terbagi dalam tiga tipe yaitu sebagai berikut:

a. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan
fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan
fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang
sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada
bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini
lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam
melaksanakan program.

c. Tipe ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini
melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan
untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana
tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut,
evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari
suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauhmana kebijakan tersebut
menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tujuan dasar penilaian dampak adalah

untuk memperkirakan ”efek bersih” dari suatu intervensi, yakni perkiraan

dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan
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kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang

menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu.

C. Tinjauan Tentang Evaluasi Dampak Kebijakan

Menurut Samodra Wibawa dkk (1994: 29):

Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada
output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses
pelaksanaannya, sekalipun yang terakhir ini tidak di kesampingkan dar
penelitian evaluatif. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian
bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau
memetakan dampak apa saja akan terjadi. Di antara dampak-dampak
yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan ada
yang tak diharapkan. Pada akhir implementasi kebijakan menilai pula
dampak-dampak yang tak terduga, yang di antaramya ada yang
diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tak
diinginkan.

1. Peramalan

Menurut Samodra Wibawa dkk (1994: 30):

Dalam proses pembuatan kebijakan ada sebuah tahap yang sangat
penting, yakni peramalan atau forecasting. Karena kebijakan
dimaksudkan untuk menciptakan kondisi tertentu di masa depan,
dan usaha penciptaan itu akan terkait erat dengan perkembangan
lingkungannya, baik sebagai sasaran perubahan kondisi maupun
sekaligus sebagai penyedia sumber daya, maka peramalan
merupakan tahap yang cukup krusial.

Ketidaktepatan peramalan, yang terwujud sebagai overestimating ataupun

underestimating, dapat menjadikan kebijaka yang dibuat tidak efektif.

Beberapa waduk atau bendungan air yang telah kurang berfungsi pada

usianya yang ke-20 tahun (dari umur yang diharapkan 100 tahun),

misalnya, merupakan hasil dari yang ramalannya tentang tingkat erosi

daerah aliran sungai tidak tepat. Mungkin para pembuat kebijakan tersebut

tidak mampu meramalkan kebutuhan peramalan dan industri yang selain
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mengakibatkan meningkatnya permintaan ruang untuk tempat tinggal dan

pabrik yang mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air juga

mengakibatkan tingginya permintaan terhadap produk hutan, sehingga

erosi lebih mungkin terjadi.

Peramalan atau forecasting tersebut dapat kita "pandang sebagai suatu

bentuk evaluasi, yakni evaluasi yang dilakukan sebelum kebijakan

ditetapkan atau dijalankan. Istilah lain dari evaluasi semacam ini adalah

estimating, assessment, prediksi atau prakiraan. Evaluasi pada tahap pra

kebijakan ini dapat berupa prediksi tentang output kebijakan maupun

dampaknya. Diskusi berikut ini adalah tentang assessment terhadap

dampak kebijakan, khususnya dampak sosial. Untuk mudahnya digunakan

istilah yang telah cukup populer, yaitu Analisis Dampak Kebijakan (ADS).

2. Karakteristik Analisis Dampak Sosial (ADS)

Menurut Effendi (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 31):

Sebagaimana beberapa sifat yang dituntut dalam setiap penelitian,
ADS sebagai kerja intelektual harus bersifat empiris, tidak bisa,
rasional, handal dan sahih. dengan kata lain, ADS haruslah
dilakukan secara logika-empiris

Analisis harus bersifat empirik dalam arti bahwa penilaian yang dilakukan

tidak boleh hanya bersifat spekulatif hipotetik atau asumtif-teoretik,

melainkan mesti diuji atau dikuatkan dengan data atau setidaknya hasil

penelitian yang pemah dilakukan. Selanjutnya, karena analisis itu

dilakukan terhadap altematif yang tersedia, yang hasilnya nanti adalah

pemilihan kita terhadap alternatif yang paling tepat atau baik, maka kita
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harus bersikap tidak memihak atau bias terhadap salah satu altematif.

Maksudnya, sebelum analisis dilakukan, kita tidak menentukan atau

memilih altematif mana yang kita anggap baik.

Menurut Finsterbusch and Motz (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 33):

Sementara itu kita juga perlu menjaga validitas hasil analisis. Tidak
itu saja, prosedur analisis pun hendaknya handal atau reliabel, dan
data atau informasi yang kita himpun hendaknya cukup akurat.
Data yang berasal dari birokrasi pemerintah seringkali tidak dapat
diandalkan validitas atau keakuratannya, terutama jika data itu kita
peroleh dari buku laporan seorang bawahan kepada atasannya.
Pada akhirnya, analisis tersebut dilakukan secara rasional, dalam
arti sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan para
pakar yang diakui otoritasnya.

Sudah tentu ADS dengan karakterisitik tadi hanya dapat diterapkan dan

berfaedah apabila proses pembuatan kebijakannya pun bersifat rasional

pula. Dalam hal ini kebijakan yang dianalisis haruslah memiliki tujuan

maupun altematif-altematif tidakan yang jelas, disamping sudah tentu

policy maker-nya terbuka untuk dikritik. Demikian juga ada kriteria yang

jelas dan standar yang tidak ganda untuk mengevaluasi setiap alternatif,

sehingga secara obyektif kita dapat memilih alternatif yang terbaik.

Apabila kebijakan dibuat dengan pertimbangan yang kurang obyektif

maka ADS sukar dilaksanakan. Analisis semacam ini dipaksakan untuk

memberikan legitimasi "ilmiah" terhadap kebijakan. Jika analisis

dilakukan secara rasional, maka hasilnya kemungkinan besar tidak akan

dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan.
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D. Konsep Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (1994: 12) pajak adalah iuran rakyat kepada

kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah)

berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi

penerimaan negara. Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1)

iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak

dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan

(5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Menurut Munawir (1997: 5):

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada
kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik
dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan
umum.

Pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara

untuk membiayai pengeluaran rutin. Pajak pajak sebagai suatu pungutan

hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-
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undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak di mana tidak

dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunanya.

Menurut Kaho (2001: 54):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan
dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-
undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal
(tegen prestatie) untuk membiayai pengeluaran umum (public
uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau
pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang
keuangan. Pajak sebagai suatu pungutan yang merupakan hak
prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-
undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak
untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan
penggunaannya.

Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama

(budgetair) juga mempunyai fungsi lain seperti alat untuk mengatur dan

mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (regulair).

Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat

mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah

terutama kegiatan rutin. Kedua fungsi pajak di atas harus dijalankan secara

seimbang karena apabila pengaturannya tidak dilaksanakan secara

seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang pajak tersebut, dapat

disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah

sebagai berikut.

a. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

b. Pajak dipungut tanpa ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari
pemerintah.
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c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk pengeluaran negara atau daerah
dan sisanya apabila masih ada, digunakan untuk membiayai “Public
Investment”.

d. Pajak dipungut sebagai sumber keuangan negara (butgetair) dan juga
sebagai pengatur (regulair).

e. Pajak dipungut disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2003: 43-46), pajak dapat dikelompokkan menjadi

tiga kelompok besar menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya,

sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain. Contoh: PPh

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN

b. Menurut Sifatnya
1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya atau memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: PPh

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:
PPN dan PPnBM

c. Menurut lembaga pemungutnya
1) Pajak Pusat, Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh:
PPh, PPN dan PPnBM, PBB, dan Bea Meterai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak
Daerah terdiri atas:
b) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan

Kendaraan di Atas Air, Pajak Kendaraan Bermotor.
c) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan pajak Penerangan Jalan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003: 2003: 56), sistem pemungutan pajak yang

berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:
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a. Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang. Ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya pajak
terutang ada pada Wajib Pajak sendiri dan wajib pajak aktif, mulai
dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang

b. Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk memnetukan besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang ada pada fiskus dan Utang pajak timbul setelah
dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang
terutang ada pada pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan Wajib
Pajak.

4. Kriteria Pemungutan Pajak

Pengenaaan pajak dapat menimbulkan eksternalitas yang dapat merugikan

kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin

kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu

maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu objek hendaknya

dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk menghindari terjadunya

disinsentif bagi perekonomian. Menurut Meier (1995:197-198) ada empat

kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak:

a. Sebagai suatu sumber penerimaan potensial; maksudnya suatu jenis
pajak harus dilihat sebagai suatu elastisitas pajak tersebut terhadap
variabel-variabel makro ekonomi seperti PDRB, pendapatan per kapita
dan jumlah penduduk;

b. Dampak terhadap alokasi sumber ekonomi; untuk mengambarkan
bahwa memadai tidaknya suatu perolehan pajak jika dikaitkan dengan
bentuk dan besarnya dana yang diperlukan untuk memberikan layanan
yang dibiayai sehingga beban suatu pajak dapat bermanfaat untuk
mendorong penggunaan sumber daya ekonomi secara lebih efisien;
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c. Keadilan; yang dimaksud keadilan adalah menyangkut distribusi beban
pajak, apakah tarif yang progresif atau menggunakan tarif tetap.
Pembebanan pajak harus adil baik secara horizontal maupun vertikal;

d. Administrasinya rendah; kriteria ini berkaitan dengan administrasi
yang meliputi sistem penetapan sumber daya manusia aparatur, biaya
pemungutan serta sarana dan prasarana pemungutan.

E. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) adalah iuran

yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan

yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian Bumi

di sini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada

dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan

perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah

konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan

atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Dari peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah

iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata

mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi

dan bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat,

dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaanya

senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan pemda

dikarenakan persentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar

dialokasiakan ke pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian PBB

oleh pusat dikarenakan agar adanya keseragaman dan keadilan dalam
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pemajakannya. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur

agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat ini dikenal oleh masyarakat

luas sebagai pajak atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan di

Indonesia merupakan perubahan atas berbagai jenis pajak atas bumi (dan

juga bangunan) yang sebelum tahun 1986 diberlakukan d Indonesia.

Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, pajak atas bumi dapat dikatakan

sebagai jenis pungutan (pajak) yang paling tua.

Pada masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan hindu di

Indonesia) rakyat sudah mulai dibebani dengan persembahan upeti atau

penyerahan wajib dalam bentuk natura kepada para penguasa sebagai

tanda pengakuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas

pengayoman dari penguasa tersebut. Yang menjadi objek pemungutan

pajak adalah harta berharga dari masyarakat agraris pada masa itu yaitu

tanah pertanian (Sa’ban, 2006 dalam Marihot, 2009: 2)

2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB menurut Pasal 4 UUPBB adalah orang atau badan yang

secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh

manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh

manfaat atas bangunan. Selanjutnya dapat dirinci, bahwa yang dimaksud

subjek pajak sebagaimana dimaksudkan di atas adalah terdiri dari orang

atau badan yang:
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a. Memiliki atau mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan:

1) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah) saja;

2) Memiliki atau mempunyai hak atas bangunan saja; dan

3) Memiliki atau mempunyai hak atas bumi (tanah dan bangunan).

b. Menguasai bumi dan atau bangunan:

1) Menguasai bumi (tanah) saja;

2) Menguasai bangunan saja; dan

3) Menguasai bumi (tanah) dan bangunan;

c. Memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan:

1) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) saja;

2) Memperoleh manfaat atas bangunan saja; dan

3) Memperoleh manfaat atas bumi (tanah) dan bangunan

Berdasarkan rincian di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek PBB adalah:

a. Pemilik;

b. Pemegang kekuasaan;

c. Penyewa atau sebagainya.

Subjek pajak sebagaimana diuraikan di atas, adalah pihak yang

berkewajiban mendapatkan objek pajak dan membayar PBB. Dalam hal

ini disebut wajib pajak. Terhadap objek pajak yang belum jelas wajib

pajaknya, UUPBB memberikan wewenang pada Ditjen pajak untuk

menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Sebagai keseimbangan,

UUPBB memberikan hak kepada subjek pajak yang telah ditetapkan

sebagai wajib pajak untuk dapat memberikan keterangan secara tertulis
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kepada Ditjen pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak

dimaksud. Atas keberatan tersebut dalam waktu sebulan sejak diterimanya

surat keterangan ini Ditjen pajak akan mengeluarkan surat keputusan

disertai dengan alasan-alasannya. (Pasal 4 UUPBB). Dapat disimpulkan

bahwa subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang

secara jelas dan nyata mempunyai suatu hak bumi, dan/atau memperoleh

manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh

manfaat atas bengunan misalnya: Pemilik, Penyewa, Pemegang Kuasa.

Jadi subyek pajaklah yang menjadi wajib pajak yang berkewajiban untuk

membayar pajaknya.

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU PBB, yang menjadi Objek PBB adalah

bumi dan atau bangunan, permukaan bumi, tanah (perairan) dan tubuh

bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan yang juga dijadikan

objek PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara

tetap pada tanah dan atau perairan.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 1 Angka (2) UUPBB, menguraikan lebih

lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah:

1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek suatu bangunan

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang

merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

2) Jalan TOL;

3) Kolam renang;
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4) Pagar mewah;

5) Tempat olahraga;

6) Galangan kapal;

7) Dermaga;

8) Taman mewah

9) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas;

10) Pipa minyak;

11) Fasilitas lain yang memberi manfaat

Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan atau berupaya

dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil maka undang-undang

memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur

tentang klasifikasi objek pajak. Yang dimaksud dengan klasifikasi objek

bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut

nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan

penghitungan pajak terhutang. Menurut Mardiasmo (2002:271) dalam

menentukan klasifikasi bumi dan bangunan, Menteri Keuangan harus

memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Bumi/tanah:

1) Letak;

2) Peruntukan;

3) Pemanfaatan;

4) Kondisi;

b. Bangunan:

1) Bahan yang digunakan;
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2) Rekayasa;

3) Letak;

4) Kondisi lingkungan dan lain-lain;

Objek PBB yang tidak dikenakan PBB pasal 3 UUPBB yaitu objek pajak

yang:

a. Digunakan semata-semata untuk melayani kepentingan umum yang

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis

dengan itu;

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah

negara yang belum dibebani oleh suatu hak;

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas

perlakuan timbal balik;

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

ditentuka oleh menteri keuangan;

f. Objek pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan;

g. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

ditetapkan paling besar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk

setiap Wajib pajak.

Selain itu, adapun objek pajak yang dimiliki oleh pemerintah. Objek pajak

yang dimiliki, dikuasai atau digunakan baik oleh Pemerintah Pusat

maupun Daerah untuk menyelenggarakan berlangsungnya pemerintahan.
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Dalam hal ini karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak Negara

yang sebagian besar penerimaanya merupakan pendapatan daerah yang

dipergunakan unutk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka merupakan suatu

kewajaran jika Pemerintah Pusat membayar penggunaan fasilitas-fasilitas

tersebut dengan mambayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuannya

adalah sebagai berikut:

1) Rumah-rumah Dinas yang dihuni oleh pegawai Instansi Pemerintah

tersebut pembayaran PBB-nya adalah kewajiban penghuni yang

bersangkutan.

2) Rumah-rumah Dinas Instansi Pemerintah yang kosong pembayaran

PBB-nya adalah kewajiban Instansi yang bersangkutan.

3) Rumah-rumah Peristirahatan milik Instansi Pemerintah, pembayaran

PBB-nya adalah kewajiban Instansi yang bersangkutan.

4. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

a. UU No 12 Tahun 1985 tentang PBB

b. UU No. 12 tahun 1994 perubahan atas UU No.12 Th. 1985

c. PP No 46 Tahun 1985 tentang persentase NJKP pada PBB

d. Kep. Menkeu No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata cara pendaftaran

Objek Pajak PBB

e. Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang penuntun klasifikasi

dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
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f. Kep. Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara penagihan

PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat

Paksa

g. Kep. Menkeu No. 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan Wewenang

penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah TK I dan/atau

Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah TK II

h. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 03 Tahun 2011

Peraturan perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

telah beberapa kali mengalami perubahan, yang menunjukkan adanya

upaya memperbaiki sistem dan mekanisme perpajakan di Indonesia.

Produk hokum terakhirnya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan-

perubahan yang terjadi tercermin dari ketentuan-ketentuan yang mengatur

sistem dan mekanisme pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian,

kewajiban, dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung

bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan

untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

b. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak sebagai

pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak

sendiri.
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c. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan

kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar,

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

5. Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP)

Tujuan dilakukan pendataan adalah untuk melengkapi data, baik data

obyek maupun subyek pajak. Pendataan yang dimaksudkan di atas

tentunya juga akan meliputi pekerjaan-pekerjaan:

a. Pemetaan

b. Klasifikasi / Penilaian

c. Identifikasi / Rincikan

d. Verifikasi

e. Pengolahan data, dan

f. Pembukuan.

Hal tersebut penting adanya untuk menunjang keakuratan data yang

diperlukan, baik oleh aparat pajak maupun wajib pajak itu sendiri. Dalam

rangka meningkatkan atau menggali potensi pokok ketetapan dan

penerimaan PBB yang seoptimal mungkin, perlu diadakan suatu pendataan

untuk menjaring obyek PBB yang seluas-luasnya melalui pemeberian

SPOP kepada para subyek pajak. Dalam kenyataanya, sehubungan dengan

pengisian SPOP oleh para wajib pajak mungkin saja terjadi hal-hal sebagai

berikut:

a. Wajib Pajak mengisi SPOP dengan benar dan mengembalikannya

sesuai batas waktu yang ditentukan.
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b. Wajib Pajak mengisi SPOP dengan benar, tetapi terlambat

mengembalikannya. Wajib Pajak mengisi SPOP tidak lengkap / tidak

benar secara disengaja ataupun tidak disengaja dan mengembalikannya

sesuai batas waktu yang ditentukan.

c. Wajib Pajak mengisi SPOP tidak lengkap / tidak benar secara

disengaja ataupun tidak disengaja dan mengembalikannya terlambat.

d. Wajib Pajak tidak mengembalikan SPOP.

6. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh WP digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 10

UU KUP).

a. Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi WP PPh (Pajak Penghasilan) adalah sebagai sarana

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan

jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:

1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam

satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak;

2) Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan

atau pemungutan orang pribadi atau badan lain dalam satu tahun

pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku.



38

Fungsi SPT bagi WP PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah sebagai

sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang

dipotong atau dipungut dan menyetorkan pajak yang terutang.

b. Jenis SPT

Berdasarkan kewajiban dalam penyetoran dan pelaporannya, SPT

dibagi dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut.

1) SPT masa adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan atau pemabayaran pajak yang terutang dalam

masa pajak.

2) SPT tahunan adalah surat yang oleh WP digunakan unutk

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang

dalam 1 tahun pajak.

c. Prosedur Pelaporan SPT

Batas waktu pelaporan SPT masa adalah selambat-lambatnya 20 hari

setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan adalah

selambat lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak

terdiri dari tahun buku dan tahun kawin (Januari s.d. Desember).

Apabila WP melewati batas penyampaian SPT tahunan, maka

diperkenankan untuk mengajukan perpanjangan pelaporan SPT, paling

lama enam bulan. Permohonan perpanjangan harus disampaikan

sebelum berakhirnya penyampaian SPT tahunan.

Dalam waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, WP
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dapat membetulkan SPT masa atau SPT tahunan sesuai dengan Pasal 8

UU KUP. Pemebetulan dilakukan dengan cara mengisi formulir SPT

yang dibetulkan dan judulnya ditambahi keterangan SPT-Pembetulan.

7. Tahun, Saat dan Tempat yang Menentukan Pajak Terutang

Sehubungan dengan pelaksanaan PBB, wajib pajak memerhatikan tahun

pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang atau yang harus

dibayar. Tahun pajak pada PBB adalah jangka waktu satu tahun takwin.

Tahun takwin adalah masa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Saat menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pada

tanggal 1 Januari. Dengan demikian, segala mutasi atau perubahan atas

objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari sampai 31 Desember

tahun berjalan akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. Tempat pajak

terutang adalah sebagai berikut:

1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

2) Untuk Daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau

Kotamadya Daerah Tingkat II yang meliputi letak objek pajak.

8. Dasar Pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi

secara wajar, dan bila tidak terdapat jual-beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan

baru, atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh
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Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun

sesuai perkembangan daerahnya.

Penentuan NJOP diperoleh melalui penilaian objek PBB tersebut.

Besarnya NJOP yang ditetapkan terakhir oleh Keputusan Menteri

Keuangan No. 201/KMK. 04/2000 adalah sebesar Rp.10.000.000,00 untuk

setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa

objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang

nilainya terbesar.

9. Dasar Penghitungan dan Penagihan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2000, besarnya NJKP

untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan ditentukan sebagai berikut:

1) Sebesar 40% dari NJOP untuk:

a) Objek Pajak Perkebunan;

b) Objek Pajak Kehutanan;

c) Objek Pajak Bumi dan Bangunan lainnya apabila NJOP.= 1 miliar

rupiah.

2) Sebesar 20% dari NJOP untuk:

a) Objek Pajak Pertambanagan

b) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Lainnya NJOP <1 miliar rupiah.

Menurut Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 03 Tahun 2011 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka tarif pajaknya
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sebesar 0,3%. Penghitungannya yaitu: PBB perdesaan Perkotaan = 0,3% x

(NJOP-NJOPTKP )

Dasar penagihan Pajak PBB ada 3 yaitu, sebagai berikut.

1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT adalah surat yang

dipergunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan

besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.

a) Dasar Penertiban SPPT

(1) Surat pemberitahuan ini diterbitkan berdasarkan Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

(2) Objek pajak yang sebelumnya telah dikenakan IPEDA, SPPT

dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada

pada kantor pelayanan PBB yang bersangkutan.

b) Waktu Pelaksanaan SPPT

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-

lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib

pajak. Jadi, bila seorang wajib pajak menerima SPPT pada tanggal

1 Maret 1998, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 1998

ia sudah harus melunasi PBB-nya. Tanggal 31 Agustus ini disebut

juga tanggal jatuh tempo SPPT.

2) Surat Ketetapan Pajak (SKP)

a) Dasar Penertiban SKP. SKP ditertibkan apabila Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang lainnya ternyata jumlah
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pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak berdasarkan

SPOP yang dikembalikan oleh wajib pajak.

b) Waktu Pelunasan SKP. Pajak yang terutang berdasarkan SKP

harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan stanggal diterimanya

SKP oleh wajib pajak. Jadi, bila seorang wajib pajak menerima

SKP pada tanggal 1 Maret 1998, ia sudah harus melunasi PBB

selambat-lambatnya 31 Maret 1998 ini juga disebut tanggal jatuh

tempo SKP.

3) Surat Tagihan Pajak

a) Dasar Penertiban SPT

(1) Wajib pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti

tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu enam

bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

(2) Wajib pajak terlambat membayar utangnya pajaknya seperti

tercantum dalam SKP, yaitu melampaui batas waktu satu bulan

sejak tanggal diterimanya SK oleh wajib pajak.

(3) Wajib pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat

jatuh tempo pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak

dilunasi.

b) Besarnya Denda Administrasi dalam SPPT

Besarnya denda administrasi karena wajib pajak terlambat

membayar pajaknya, melampaui batas waktu jatuh tempo SPPT,

adalah sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo
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samapi dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama

24 bulan.

c) Saat Jatuh Tempo SPT

Saat jatuh tempo STP adalah satu bulan sejak diterimanya STP

oleh wajib pajak. Misalkan STP diterima oleh wajib pajak tanggal

1 September 2005, maka, jatuh tempo pembayarannya adalah

tanggal 30 September 2005.

10. Pembagian Hasil PBB

Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara

pemerintah pusat dan daerah dengan pembagian sebagai berikut.

1) Pemerintah pusat sebesar 10% dari penerimaan PBB

2) Pemerintah daerah sebesar 90% dari penerimaan PBB, dengan

ketentuan sebagai berikut.

a) Biaya pemungutan PBB = 9% diperoleh dari (10%x bagian pemda

(90%))

b) Daerah tingkat I = 16,2% diperoleh dari (20%x81%)

c) Daerah tingkat II = 64,8% diperoleh dari (80%x81%)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994, 10%

bagian pemerintah pusat dibagikan secara merata kepada seluruh daerah

tingkat II setelah dikurangi dengan biaya administrasi. Dengan melihat

pembagian tersebut, tampak jelas bahwa hasil penerimaan pajak bumi dan

tingkat II di mana pajak tersebut dipungut.
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F. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Zain (2004: 34), kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan dan

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi yaitu

wajib pajak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak

yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada

waktunya.

Menurut Mardiasmo (2002: 71) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan

di mana wajib pajak menaati dan mematuhi atuan mengenai perpajakan dan

akan mengalami rasa bersalah atau rasa malu apabila tidak menunaikan

pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan.

Menurut Kunarjo (1993:38):

Kepatuhan wajib pajak sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan
kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam
rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang
diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.
Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem
perpajakan Indonesia menganut sistem self asessment di mana dalam
prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak
untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang

Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keungan Republik Indonesia,

kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:
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a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak
dalam 2 tahun terakhir

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir

d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal
terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang
terutang paling banyak 5%

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit
oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau
pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba
rugi fiskal.

Kepatuhan yang dimaksud di atas misalnya, ketentuan batas waktu

penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan

tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan

pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret,

maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum

tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak

secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni

sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat

meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material

adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat

pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan

Pajak sebelum batas waktu akhir.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan

wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan.
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G. Kerangka Pikir

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam

mengoptimalkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menempuh

kebijakan menaikkan nilai jual obyek pajak (NJOP) tarif Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) hingga mencapai 300%, sebagaimana dituangkan dalam

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2013. Kebijakan ini

menuai protes dari berbagai kalangan, di antaranya DPRD Kota Bandar

Lampung yang menyatakan bahwa kebijakan itu tidak rasional, sehingga perlu

dievaluasi kembali.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Penetapan Nilai Jual

Objek Pajak secara terperinci diatur dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kota

Bandar  Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang

menerangkan bahwa, kenaikan tarif nilai objek pajak dilakukan setiap tiga

bulan dan dilakukan oleh Walikota. Selain itu dalam Pasal 7 Peraturan

Walikota Bandar Lampung Nomor 120 Tahun 2011 tentang Penentuan

Klasifikasi dan Besarnya Nilai Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak

bumi dan bangunan di kota Bandar Lampung, menjelaskan Kepala Dinas

Pendapatan atas nama Walikota menyusun klasifikasi dan besarnya nilai objek

pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka pikir mengenai

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penyesuaian Tarif Pajak

Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:
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Pemerintah Kota
Bandar Lampung

Kebijakan Meningkatkan
PAD dari Sektor PBB

Pemberlakuan
Peraturan Wali Kota Bandar Lampung

Nomor 4 Tahun 2013

Evaluasi Dampak Kebijakan
Menggunakan tipe evaluasi kebijakan sistematis
(James Anderson dalam Winarno, 2008 : 229)

Sisi Kepentingan
Pemerintah Kota

(Fungsi Budgetair/Anggaran)

Sisi Kepentingan
Masyarakat

(Kepatuhan Membayar PBB)

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Bugdon dan Taylor dalam Moleong (2005: 5-6):

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat
diamati. Penelitian kualitatif adalah prosedur analisis yang tidak
menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi atau
perhitungan lainnya.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2005; 93), masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu

pada suatu fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah

Kota Bandar Lampung dalam Penyesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

melalui dua sisi kepentingan, sebagai berikut:

1. Kepentingan pemerintah kota (fungsi budgetair/anggaran), yaitu PBB

merupakan salah satu sektor penerimaan pajak yang potensial dalam

meningkatkan PAD di Kota Bandar Lampung

2. Kepentingan masyarakat (kepatuhan membayar PBB), yaitu terjadinya

peningkatan atau penurunan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB
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C. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih

kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam

penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk memperoleh informasi

yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan

dimintai informasinya. Dalam penelitian ini informan peneliti dengan teknik

purposive sampling, yaitu pengambilan informan secara tidak acak, tetapi

dengan pertimbangan dan kriteria:

1) Informan merupakan subyek telah lama dan intensif menyatu dengan

kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti

dan ini biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan informasi

mengenai suatu yang ditanya peneliti.

2) Informan merupakan subyek yang masih terikat secara penuh aktif pada

lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran dan perhatian peneliti.

3) Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak

cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jumlah informan penelitian adalah tiga

orang sebagai berikut:

1) Kepala Seksi PBB Dispenda Kota Bandar Lampung (Joni Efriadi)

2) Kepala Bidang Penetapan Pajak Dispenda Kota Bandar Lampung

(Aradhana Syahrie)

3) Wajib Pajak PBB di Kota Bandar Lampung (Bambang Darmono)
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Alasan penentuan informan dari pihak Dispenda Kota Bandar Lampung

adalah para informan merupakan pelaksana kebijakan Pemerintah Kota

Bandar Lampung di bidang PBB yang memiliki data dan informasi yang

dibutuhkan dalam penelitian ini. Alasan penentuan informan dari pihak

masyarakat adalah sebagai wajib pajak yang menjadi sasaran kebijakan

penyesuaian tarif PBB, sehingga dibutuhkan informasinya sebagai pendukung

atau pembanding informasi dari pihak Dispenda.

D. Jenis Data

Jenis data penelitian ini meliputi:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau lokasi

penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara pada informan penelitian

2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

yang terkait dengan penelitian, yaitu tugas pokok, fungsi, visi dan misi,

tujuan dan sasaran, program, susunan organisasi dam uraian tugas Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Wawancara, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui

percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan

masalah penelitian dan dilakukan menggunakan pedoman wawancara

(Moleong, 2005: 77).



51

Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan

surat izin penelitian, mengkonfirmasi kesediaan informan untuk

memberikan informasi dan melakukan wawancara. Tahapan selanjutnya

adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada para informan baik

yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

maupun perwakilan masyarakat.

2. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari

informasi dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan

penelitian. (Moleong, 2005: 81).

Kegiatan yang penulis lakukan adalah mengambil data dokumentasi

berupa tugas pokok, fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran, program,

susunan organisasi dam uraian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota

Bandar Lampung.

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Moleong, 2005: 85), analisis data adalah proses mencari dan

mengatur catatan lapangan, dan bahan lainnya yang ditemukan di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berpijak

dari data yang didapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi, melalui

tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan

selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari

tema dan polanya disusun secara sistematis.  Kegiatan yang dilakukan
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pada tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data dari hasil

wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

2. Penyajian Data (Display Data)

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari

penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik, jaringan,

dan bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja. Kegiatan dilakukan

pada tahap display data adalah menyajikan data secara naratif, yaitu

menceritakan hasil wawancara ke dalam bentuk kalimat dan disajikan pada

Bab V skripsi.

3. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi Data.

Peneliti berusahan mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab

akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama

penelitian berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru.

Kegiatan yang penulis lakukan pada tahap verifikasi data adalah membuat

kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar
Lampung

Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur organisasi Pemerintah

Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga

daerah dalam bidang pendapatan daerah, mempunyai peranan yang sangat

besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan Perda Nomor

7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Bandar

Lampung, tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah membantu Walikota

dalam penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintahan dan

pembangunan dibidang Pendapatan Daerah serta keuangan dalam rangka

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dinas Pendapatan daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan

2. Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pendapatan

4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan
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6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan PAD dilakukan dengan cara

intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui penggalian sumber-sumber PAD

yang baru, sehingga diharapkan kontribusi PAD terhadap APBD terus

meningkat. Dinamika dan perkembangan sistim pemerintahan mengalami

perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang

di masyarakat. Paradigma banyak yang muncul sebagai proses demokratisasi

dan transparansi pada semua bidang kehidupan. Disisi lain pemerintah daerah

dihadapkan pada tuntutan untuk mewujudkan good governance dan

menghadapi tantangan diera globalisasi yang tidak dapat dihindari.

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016)

B. Jenis Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar

Lampung melalui Kantor Induk dan UPT PPDRD adalah:

1. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pelayanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Pelayanan Penerbitan Surat Fiskal Antar Daerah (mutasi)

4. Pelayanan Pemberian Keringanan Pajak Daerah.

5. Pelayanan Pembayaran Retribusi Daerah

6. Pelayanan Pembayaran Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

7. Pelayanan Pemberian Barang Kuasi pada masing-masing SKPD

8. Pelayanan lain dibidang ketatausahaan.
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Sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan

Daerah Kota Bandar Lampung yakni membantu Walikota dalam

menyelenggarakan sebagaian tugas umum pemerintahan tentang

pembangunan dibidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan dan tugas

dekonsentrasi. Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk mendukung

percepatan proses pembangunan 5 tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi

dan Misi Kota Bandar Lampung bersaing maka Dinas Pendapatan Daerah

Kota Bandar Lampung mentargetkan kelompok sasaran dalam pelayanan

antara lain:

1. Masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah

2. Penunggak pajak daerah dan retribusi daerah

3. Pengelola aset-aset daerah

4. Pihak ketiga dan swasta

Dispenda Kota Bandar Lampung sebagai institusi teknis pengelola keuangan

daerah di dalam melaksanakan fungsinya, tentu saja harus di dukung oleh

informasi data yang akurat dan memadai, terutama yang berkaitan dengan

informasi potensi penerimaan keuangan daerah seperti jumlah objek

pajak/retribusi daerah maupun jumlah wajib pajak/retribusi daerah, sehingga

didapatkan data yang riil dan valid. Sedangkan secara internal penyampaian

informasi dilakukan melalui hubungan vertical, hubungan horizontal dan

hubungan diagonal, sehingga terjalin komunikasi yang lancar di dalam arus

informasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016)
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C. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Dinas Pendapatan Daerah Kota

Bandar Lampung serta melihat latar belakang yang ada maka Visi Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung adalah “Dispenda menjadi institusi

professional”

Visi ini disusun atas dasar komitmen semua anggota organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung untuk memenuhi tuntutan

dinamika masyarakat Kota Bandar Lampung dalam peningkatan kesejahteraan

yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Otonomi daerah

sebahagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang memiliki cita-cita

utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu membiayai

daerahnya, terletak pada kemampuan Daerah.

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai

berikut:

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Harus disadari bahwa keberhasilan melaksanakan tugas sesuai dengan Visi

yang telah dirumuskan diatas determinasi dengan wajib pajak, pembayar

retribusi atau partisipasi masyarakat, maka tidak ada pilihan bagi

DISPENDA Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Membangun Kesadaran Masyarakat akan pentingnya membayar Pajak dan

Retribusi
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3. Membangun Kerja Sama antar Lembaga/Institusi terkait untuk

melaksanakan Pembangunan yang berkelanjutan dalam menunjang

Perekonomian Masyarakat.

4. Meningkatkan Pendaptan Asli Daerah (PAD)

Salah satu Filosofis Otonomi Daerah adalah kemandirian daerah mengurus

rumah tangganya sendiri, salah satu indicator kemandirian adalah diukur

dari tingkat kemampuan daerah menyediakan dana dalam

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

5. Meningkatkan kerjasama antar lembaga / institusi terkait.

Cita-cita Dispenda Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan dan

menjadikan PAD sebagai unggulan biaya penyelenggaraan pembangunan

dan pemerintahan akan lebih mudah terwujud apabila tingkat kerjasama

antar lembaga/Institusi terjadi dengan baik.

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016)

D. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Tujuan strategis dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung sebagai

berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

2. Tersedianya aparatur yang profesional

3. Tersedianya pendapatan daerah

4. Terciptanya persamaan persepsi dan kerjasama antar institusi terkait
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Upaya untuk merealisasikan perencanaan yang telah disusun secara konsisten

dan integral dibutuhkan langkah-langkah yang harus ditempuh, untuk itu

penentuan sasaran merupakan tindak lanjut tujuan yang ditetapkan secara

terukur apa yang hendak dicapai dalam jangka tertentu. Sasaran Dinas

Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana

4. Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5. Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

6. Terlaksananya Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pendapatan

Asli Daerah (PAD)

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016)

E. Program Strategis dan Indikator Keberhasilan Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bandar Lampung

Program strategis dan indikator keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota

Bandar Lampung yang disesuaikan dengan visi dan misi agar dapat

diwujudkan, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk yang

lebih terarah dan operasional sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 1. Program Strategis Dan Indikator Keberhasilan Dinas Pendapatan
Daerah Kota Bandar Lampung

PROGRAM STRATEGIS INDIKATOR KEBERHASILAN

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan

administrasi surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi; sumber
daya air dan listrik

Terlaksananya kebutuhan
komunikasi, air bersih dan
penerangan kantor

Penyediaan jasa administrasi
keuangan

Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pelayanan aparatur
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Terlaksananya pelayanan
administrasi

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pelayanan
administrasi

Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

Terwujudnya peralatan dan
perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

Buku, majalah literatur / refenrensi
peraturan PerUndang - undangan

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makan
dan minum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah

Terciptanya koordinasi dengan
pemerintah pusat dan provinsi
lainnya

Penyediaan jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran

Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran

Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya keamanan kantor

Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan
gedung kantor

Pengadaan meubeler Terlaksananya pengadaan meubleir
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor

Terwujudnya pemeliharaan gedung
kantor

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pelayanan aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya kegiatan aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
kantor

Terwujudnya pemeliharaan kantor
dan
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Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya diklat aparatur
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran

Terlaksananya laporan keuangan

Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi angaran

Tersusunnya laporan realisasi
anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun

Terlaksananya laporan keuangan

Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang pajak daerah dan
retribusi

Terlaksananya susunan rencana
Peraturan Daerah tentang pajak
daerah & retribusi daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah

Terlaksananya tertib administrasi
pada UPT dan SAMSAT

Monitoring penerimaan dan
pembinaan Pajak Daerah.

Terwujudnya persamaan persepsi
antar unsur terkait

Orientasi dan peningkatan teknis
keSamsatan

Terlaksananya program on line
keSAMSATAN

Operasi Penertiban Kendaraan
Bermotor

Terinventarisasinya data kendaraan
bermotor yang akurat

Konsultasi; Koordinasi dan
Monitoring Penerimaan Dana
Perimbangan

Terlaksananya konsultasi,
penyuluhan dan koordinasi

Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan
Provinsi Kota Bandar Lampung
dengan Instansi terkait

Terlaksananya kegiatan rapat
koordinasi Dipenda Kota Bandar
Lampung dengan instansi terkait

Penyusunan APBD Murni dan
Perubahan

Terwujudnya acuan pengelolaan
dana Tahun Anggaran berjalan

Penyusunan dan Pembahasan
LAKIP;LKPJ dan RKT

Tersusunnya laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah

Koordinasi, Intensifikasi Obyek
Retribusi Daerah

Terlaksananya koordinasi dan
intensifikasi obyek retribusi daerah

Penyusunan Realisasi Penerimaan
dan Evaluasi Administrasi
Pemungutan Retribusi dan PLL

Terlaksananya penyusunan realisasi
penerimaan & evaluasi administrasi
pemungutan retribusi & PLL

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016
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Penjabaran lebih lanjut dari program Program strategis dan indikator

keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung adalah

sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan potensi PKB dan BBNKB.

2. Melakukan pendataan sumber retribusi daerah dan lain-lain

3. Melakukan evaluasi potensi PBBKB

4. Melakukan evaluasi realisasi Penerimaan Daerah

5. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan operasi gabungan

6. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan benda-benda

berharga

7. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi PPH ps 21

8. Melakukan penyusunan & perubahan perda pajak dan retribusi daerah

9. Melakukan penyusunan juklak perda pajak & retribusi daerah

10. Menyusun data & dokumentasi perkembangan Pendapatan Daerah

11. Melaksanakan Diklat Teknis Fungsional

12. Mengirim Aparat untuk mengikuti Diklat Tekhnis Fungsional

13. Mengusulkan aparat untuk mengikuti Diklat Penjenjangan

14. Mengirim aparat untuk pendidikan S1,S2

15. Mengadakan rapat secara berkala dengan semua unsur pimpinan

lingkup organisasi Dipenda

16. Menerapkan PP Nomor 30 tahun 1980 secara konsekwen tanpa pilih

kasih

17. Membuat rincian tugas setiap jabatan

18. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan
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19. Melaksanakan pembinaan Tekhnis BKP di masing-masing Instansi

/Dinas Kota Bandar Lampung

20. Melaksanakan peningkatan pelayanan dengan sistem komputerisasi

21. Memasang papan tentang jenis dan besaran pungutan yang harus

dibayarkan oleh Wajib Pajak / Retribusi

22. Membuat kotak saran yang ditempatkan pada setiap unit pelayanan

23. Membuka sambungan telepon langsung bebas pulsa, untuk pengaduan

24. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi

25. Menerapkan pelayanan dengan sisitem FIFO ( First in Firstout)

26. Menerapkan pelayanan dengan sistem ban berjalan.

27. Melaksanakan operasi gabungan.

28. Penerbitan Media Dipenda.

29. Penyampaian SPPT, PKB.

30. Penyusunan RKA dan DPA

31. Penyusunan LAKIP.

32. Mengadakan rapat Tim Pembina SAMSAT.

33. Melakukan penagihan pajak dengan surat paksa

34. Mengadakan kerjasama dengan aparat Desa/Kelurahan dalam hal

pendataan dan atau penagihan pajak daerah.

35. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penelitian

potensi sumber-sumber PAD.

Selaras dengan Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diarahkan

untuk mewujudkan tatanan birokrasi yang handal dan profesional dan

memiliki integritas tinggi dalam mendorong akselerasi pembangunan pada
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sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur strategis serta

peningkatan dan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016)

Adapun program Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam

pemungutan pajak hotel adalah:

1. Program Ekstensifikasi

Program ekstesifikasi pajak hotel merupakan suatu kondisi yang

menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas

daripada yang telah ada. Ekstensifikasi pajak hotel diaksanakan dengan

perluasan pemungutan pajak berupa penambahan pajak baru dengan

menemukan wajib objek pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru,

atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada, misalnya pajak parkir

yang yang dikelola oleh hotel.

2. Program Intensifikasi

Program Intensifikasi merupakan penekanan dalam pencapaian tujuan

dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Langkah-langkah

intensifikasi dalam rangka mengefektifkan pemungutan pajak terhadap

subjek dan objek pajak hotel yang sudah dikenakan sebelumnya dengan

memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak

lainnya. Sistem intensifikasi pajak hotel dilaksanakan dengan

mengintesifkan segi-segi sebagai berikut:

a. Intensifikasi perundang-undangannya

b. Mengintensifkan peraturan pelaksanaan

c. Meningkatkan mutu aparatur perpajakkan
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d. Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan

sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi

e. Meningkatkan pengawasan terhdap pelaksanaan dan pematuhan

peraturan perpajakan dan meningkatkan pengawasan melekat.

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016)



 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan berdampak negatif 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bandar 

Lampung. Pada satu sisi Pemerintah Kota mengharapkan dengan 

diberlakukannya Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2013 

akan meningkatkan perolehan PBB namun pada kenyatannya setelah 

diberlakukannya peraturan tersebut justru menurunkan kepatuhan masyarakat. 

Penerimaan PAD Kota Bandar Lampung dari sektor PBB mengalami 

penurunan dari tahun 2013 yang mencapai  88,03% (sebelum diberlakukan 

peraturan) dibandingkan Tahun 2014 yaitu 70,17% dan 2015 yaitu 68,05% 

(setelah diberlakukan peraturan). Kepatuhan masyarakat dalam membayar 

pajak mengalami penurunan setelah kenaikan NJOP PBB, dan banyaknya 

keluhan dari masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap kenaikan 

PBB oleh pemerintah kota Bandar Lampung.  

 

B. Saran 

 

Untuk meningkatkan PBB, ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan 

kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, yaitu: 
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1. Pemerintah Kota disarankan untuk melakukan evaluasi dan peninjauan 

kembali terhadap keberlakuan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung 

Nomor 4 Tahun 2013, karena dengan adanya peraturan tersebut justru 

menurunkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB  

2. Meningkatkan motivasi pegawai dengan cara memberikan imbalan kepada 

pegawai yang berprestasi, memberikan sanksi yang tegas kepada para 

pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan organisasi untuk 

meningkatkan disiplin kerja pegawai dan Kepala Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandar Lampung ataupun masing-masing kepala 

seksi/bagian/unit hendaknya lebih sering memberikan pengarahan kepada 

para pegawai tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing 

3. Perlu adanya koordinasi dan sosialisasi antara pemerintah kota dengan 

masyarakat mengenai kenaikan NJOP PBB dan perlu adanya himbauan 

oleh pemerintah kota Bandar Lampung kepada masyarakat mengenai 

NJOP PBB. Selain itu perlu adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap 

pihak-pihak yang tidak taat atas kewajiban membayar pajak. 
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